BAB 11
KETENTUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf atau “Waqf berasal dari bahasa ArabVagafd. Asal
kata ‘Waqafd berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditpat” atau
tetap berdiri”. Kata Wagafa-Yugifu-Wagfdnsama artinya dengarHabasa-
Yahbisu-Tahbisdn'

Menurut arti bahasanyayagafa berarti menahan atau mencegah,
misalnya ! oe < s “saya menahan diri dari berjaldn”

Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengeagaf dalam
istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam &ae Al-Qur'an. Begitu pula
bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaiiquf berarti berdiam diri
atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaindiyang
berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum kg&nmg disebut ibadah
wakaf atau habs Khusus istilah habs di sini, atau ahbas biasanya
dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utaregyeermazhab Maliki.

Menurut istilahsyara’, menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam
Figih Lima Mazhab mengatakan, wakaf adalah sejgm@mberian yang

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan I{kemyi asal (=Y

! Wahbah Zuhaili,Al-Fighu al-Islami wa ‘Adillatuhy Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu’ashir, 2008, him, 151.

2 Muhammad Jawad Mughniyatfigih Lima Mazhab Terj Masykur A.B, Afif
Muhammad & ldrus Al-Kaff, Jakarta : Penerbit Leate2007, him. 635

® Muhammad Daud AliSistem Ekonomi Islandakarta: Ul Press, 1988, cet 1, him. 80
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ouand)) Jalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yangattisudkan
dengand=Y! swas jalah menahan barang yang diwakafkan itu agak tida
diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihitaik digadaikan,
disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedanglea pemanfaatannya
adalah dengan menggunakannya sesuai dengan keheedaberi wakaf
tanpa imbalaf.

Pengertian wakaf menurut istilah, para ulama’ beglq@endapat dalam
memberikan batasan mengenai wakaf. Perbedaan uemnsembawa akibat
yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definigkaf menurut ahli
figih adalah sebagai berikut :

a) Menurut Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hutietsp
milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaji
Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta watkdék lepas dari si
wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan lehomenjualnya.
Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan budi a
warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “gpenbangkan
manfaat”.

Karena itu madzhab Hanafi mendefinisikan wakaf @dal“Tidak

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yamstahes tetap sebagai

*loc. cit
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b)

hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepaddu spihak
kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan dgafan
Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak epakkan
harta yang diwakafkan dari kepemilikamakif, namun wakaf tersebut
mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan
kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang UGam wakif
berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidakhbmenarik
kembali wakafnya. Perbuatanveakif menjadikan manfaat hartanya untuk
digunakan olelmustahiq(penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya
itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya urdagat digunakan
seperti mewakafkan uang.

Wakaf dilakukan dengan mengucapKafadz wakaf untuk masa
tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengda lean, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemiliketapi
membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kabai yaitu
pemberian manfaat benda secara wajar sedangkan liertdtap menjadi
milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertein,
karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakadlKsklamanya)j.
Menurut Mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Syafi'i dan Hambal berpendapat bahwa wakaf adalaelepaskan

harta yang diwakafkan dari kepemilikarkif, setelah sempurna prosedur

® Wahbah az-Zuhailpp. cit him. 151
® Ibid.
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perwakafan.Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang
diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan geemilikannya kepada
yang lain, baik dengan cara tukaran atau tidaka \di@kif wafat, harta
yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi ol warisnya.Wakif
menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepadaquf ‘alaih
(yang diberikan wakaf) sebagai shadagah yang mangilk manawvaqif
tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tdrsApabilawakif
melarang, mak®&adli berhak memaksanya agar memberikannya kepada
mauquf ‘alaih.

Maka dari itu Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakatlatah:
“Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu beralag perstatus sebagai
milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnypakle suatu
kebajikan (sosial)”.

Ahmad bin Hambal mengatakan wakaf terjadi karena dal.
Pertama karena kebiasaan (perbuatan) bahwa dia itu dajgatallan
mewakafkan hartanya. Seperti seorang mendirikanjignelsemudian
mengizinkan orang shalat di dalamnya secara spiteabahwa ia telah
mewakafkan hartanya itu menurut kebiasaanf]. Walaupun secara lisan
ia tidak menyebutkannya, dapat dikatakan wakafrieaseidah kebiasaan.
Keduag dengan lisan baik dengan jelasarfih) atau tidak. Atau ia

memaknai kata-katahabastu, wakaftu, sabaltu, tasadaqtu, abdadtu,

"bid, him. 153
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d)

harramtu Bila menggunakan kalimat seperti ini ia harus gemginya
dengan niat wakaf.

Bila telah jelas seseorang mewakafkan hartanyaansakvakif
tidak mempunyai kekuasaan bertindak atas benddaitujuga menurut
Hambali tidak bisa menariknya kembali. Hambali negakan, benda
yang diwakafkan itu harus benda yang dapat dijualaupun setelah jadi
wakaf tidak boleh dijual dan benda yang kekal dgatkarena wakaf
bukan untuk waktu tertentu, tapi buat selama-laradny

Imam Tagqiy ad-Din Abi Bakr

i Qb e i 3 Cpadl) 6938w sl e 4 plisY) S
PAl B LE ) 3 el

Artinya: “Dengan wakaf dimungkinkan adanya pengdambimanfaat
beserta menahan dan menghentikan harta yang dapabid
manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk menichakatiri
kepada Allah”.

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya al-Ahwalyakissiyah
menyebutkan bahwa wakaf adalah :
“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahasah harta dan

mendermakan hasilnya pada jalan yang bermanf&at”

319

® Ibid.
° Tagiyuddin Abi BakrKifayah al AkhyarJuz 1, Mesir: Dar al-Kitab al-Araby, t.th, him.

1% Muhammad Jawad Mughniyahl-Ahwad al-Syakhsiyatdikutip oleh Abdul Halim,

Hukum Perwakafan di Indonesizgkarta: Ciputat Press, 2005, him. 9
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f) Sayyid Sabiq

T Jor 3 anblie 2oy JUI e (81 B0l ipnndy fuoY) e

Artinya: “Wakaf adalah menahan harta dan memberikzanfaatnya
dijalan Allah”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian wakaf dagani’at Islam
kalau dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkaakaf ialah suatu
perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengajaisahkan/
mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan mantadagi keperluan di
jalan Allah/ dalam jalan kebaikan.

Sedangkan pengertian wakaf dalam Undang-Undangaeberikut :
a) Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau keloropang atau
badan hukum yang memisahkan sebagian dari bend#&nyail dan
melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepantiigdat atau
keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam

Berdasarkan ketentuan Pasal 215 ayat 4 KHI tenpemgertian

benda wakaf adalah :

Segala benda baik bergerak atau tidak bergerak rygmgiliki daya tahan
yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menajatan Islam

b) Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasahyat (1)
menyatakan bahwa :
Wakaf adalah perbuatan hukunvakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk amhaatkan

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesumggjath kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan unamarat syariah

" sayyid SabigFigih SunnahJuz 3, Beirut: Darul Kutub, t.th., hal. 378
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c) Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang PelaksanaamNalU1 Tahun
2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan&ahw
Wakaf adalah perbuatan hukumvakif untuk memisahkan dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk amfiaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesumgjath kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan unamarat Syari'ah.

Dari beberapa pengertian wakaf di atas, kiranyaddparik cakupan

bahwa wakaf meliputi:

a. Harta benda milik seseorang atau sekelompok orang.

b. Harta benda tersebut bersifat kekal dzatnya at@&lek thabis apabila
dipakai.

c. Harta tersebut dilepaskan kepemilikannya oleh pknyid, kemudian
harta tersebut tidak bisa dihibahkan, diwariskatgupun diperjual
belikan.

d. Manfaat dari harta benda tersebut untuk kepentingamm sesuai dengan

ajaran Islant?

B. Dasar Hukum Wakaf
Dalil yang menjadi dasar disyari’atkannya ajararkafabersumber
dari pemahaman teks ayat Al-Quran dan juga As-8hnitidak ada dalam
ayat Al-Quran yang secara tegas menjelaskan tgragman wakaf. Yang ada

adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qurarg y@ikategorikan

 Ahmad Rofiq,Hukum Islam di Indonesialakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007
him. 491.
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sebagai amal kebaikan. Demikian ditemukan petunjukim tentang wakaf
walaupun secara implisit. Misalnya Firman Allah :

1) Surat Ali Imran ayat 92

1O F BN @a S B0 wae O%xe & ITew
s~ QON, & B5U>00 ACD = % #BRAO
B-0O00.ACD = o 4860 A MORI OMNL
DPORNE AL 3 ORK+e [MACTXK* 1808

& AR SHONHEN

Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada #&gkan (yang
sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagiam yaarg
kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka
Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

2) Surat Al-Bagarah ayat 261

¢S O>00,FACRO #xEQ LA Lo I RuedOd
P ONZAIR O\« ST XAVOTSE. 2l NN [ AN

&O* =0 P+ PEORI @) * # oS
wRNHe SCAR AATSAR 6 ¢+ =200
Bl e S € B PR ER SN = A O

+ForSc o0 @OXZAEQ  DOvTatNHE
VA7 4400 THEOQ W 50D TeHUR0O
AN D LLORNEIN AAGROST + Ao S 60

Artinya : “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkanhplerang-orang
yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalahupser
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bphda
tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakéganjaran)
bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha L(kasunia-
Nya) lagi Maha mengetahut”.

3) Surat Al-Hajj ayat 77

&0, LA Lo I 2R NN 1060w R L 1O
BXURDEIOa I BXURCEL -0
BHXOCOINPRe €0

13 Departemen Agama RAI-Quran dan TerjemahnyaBandung : PT. Sygma Examedia
Arkanleema, 2009, him. 62.
“Ibid, him. 32.
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AE7E X< 90O BXO0€CO€IgRa €0
€ OB M Wwe I BXUD2HEAD Sra -0
&I QPO RESHD =« AEDIREHREAD @

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'ladinu, sujudlah kamu,
sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, sukarysu
mendapat kemenangan.

Menanggapi ayat di atas, Imam Ahmad al-Maragi dafafsirnya al-
Maragi menyatakan bahwa: wahai orang-orang yangpassayai Allah dan
Rasulnya, tunduklah kepada Allah dengan bersujedibddah kepadanya
dengan segala apa yang kalian gunakan untuk mergikam diri kepadanya,
dan berbuatlah kebaikan yang diperintahkan kepadiank melakukannya,
seperti mengadakan hubungan silaturrahmi dan masigihri dengan akhlak
yang mulia, supaya beruntung memperoleh pahal&eiaghaan yang kalian

cita-citakant®

Selain dalam Al-Qur'an di dalam beberapa Haditsajutjelaskan
tentang shadagah secara umum yang dapat dipahaagiesevakarf.

Diantaranya Sabda Nadi SAW :

we bl LY Ole 131 16 s ade D) o & Jsey O 38 gl o

sy Flo Wy ol 4w el il Bio e V1IN e W) dhes

17.((..1..,.,6 °b))

5 Op. cit him. 341

6 Ahmad Mustafa Al-MaragiTerjemah Tafsir Al-Maraghijuz 17, Semarang : Karya
Toha Putra, tth, him. 262

" Imam Muslim Shahih MuslimJilid I1l, Beirut: Darul Kutub lImiah, tth, him. 1255
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Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Bahwa Rladlah saw. bersabda:

Apabila manusia mati, putuslah amalnya kecuali t{gearkara):
Shadagah jariyah atau ilmu yang diambil manfaatitga anak saleh
yang berdoa untuk orang tuanya. (HR. Muslim).

Dasar Hukum Wakaf Menurut Hukum Indonesia diatdamieberbagai

peraturan dalam perundang-undangan, yaitu :

. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentanta Taara

Perwakafan Tanah Milik.

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tent&egincian

Terhadap PP No. 28 Tahun 1977 tentang Tata CarsaRafan Tanah
Milik.

Instruksi Bersama Menteri Agama Republik Indoneisia Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1990, Nomor 2im4990 tentang
Sertifikasi Tanah Wakaf.

Badan Pertanahan Nasional Nomor 630.1-2782 TentRelgksanaan
Penyertifikatan Tanah Wakatf.

Instruksi Presidan Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Ké&aapiHukum

Islam?®

Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakatf.

Peraturan Pemerintah Rl No. 42 Tahun 2006 Tentatak®anaan UU No.

41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

57-58

18 Elsa Kartika SariPengantar Hukum Zakat dan Wadkdaakarta: Grasindo, 2007, him.
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C. Tujuan dan Fungsi Wakaf
Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan &mbjikan,
baik yang mengantarkan seorang muslim kepadaujuam dan pilihannya,
baik tujuan umum maupun khusus
1) Tujuan Umum :

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf meniiikgsi
sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan kiarayang
beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kendian lingkungan
yang berbeda di antara masing-masing individu. yal®g miskin, kaya,
cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semuaetgimpan hikmah. Di
mana, Allah memberikan kesempatan kepada yangrkaeygantuni yang
miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yaraj menolong
yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagiusienuntuk
melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan képada Allah,
sehingga interaksi antar manusia saling terfdlin.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sema memberi
pengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajarda kekayaan. Ada

pembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), adgajwyang bersifat

9 Muhammad Abid Abdullah Al-KabisHukum WakafDepok: [IMan Press, 2004, him.
83
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2)

sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (patér), ada juga yang
sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun damikiang paling
utama dari semua cara tersebut, adalah mengelubddm secara tetap
dan langgeng, dengan sistem yang teratur sertantuyang jelas. Di
situlah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosidardamasyarakat
dapat diwujudkar®

Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan gangat
penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan peingegan sumber daya
manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untulartuperbuat baik,
semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksuari'sy Islam, di
antaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untukakesgan
hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tetsabenjadi sebab
keselamatan, penambahan pahala, dan pengampursan dos

Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untukatberpasi
dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf ydikgluarkan
merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masya

Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memeliharaejadderaan
orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorangkafkaa harta
bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anakirkennya,

sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya

2 ibid, him. 84
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Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada sesalagr yang
ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yangnanggungnya,
seperti seorang perantau yang jauh meninggalkaralgd. Dengan sarana
wakaf, siwakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni oraagep
tersebuf’

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang &V/&asal 4
menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkaa bartda wakaf sesuai

dengan fungsinya.

Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 ad&ahgsi wakaf
adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuaiméujgannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Whkhfva Wakaf
berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomia Heenda wakaf untuk
kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejararmum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan PasbliUbNo. 41
Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adaakaf terciptanya
sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehitggaljudnya
kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah atailglam hal mu’amalah.
Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawahk gamiskinan dapat
tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakafu#fiam umat Islam yang

lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagaitdasimum sekaligus

dapat mengambil manfaatnya.

. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi ruétan syaratnya.

Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :

2 bid, him. 85
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1. Wakif (orang yang mewakafkan harta);

2. Mauquf bih(barang atau benda yang diwakafkan);

3. Mauquf ‘Alaih(pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);

4. Shighat (pernyataan atau ikrawakif sebagai suatu kehendak untuk
mewakafkan sebagian harta bendarfya).

Para Ulama’ berbeda pendapat dalam menentukan ruwakaf.
Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari pedmedesereka memandang
substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafiliy&aidiyah dan Hanabilah
memandang bahwa rukun wakaf terdiri daaqif, mauquf alaih, mauquf bih
dan sighat maka hal ini berbeda dengan pandangan pengiknafHgang
mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah selmtdeat (lafal) yang
menunjukkan makna/ substansi wakaf.

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzgaiey berjudul
Pranata Ekonomi Islam Wakaf, bahwa rukun wakaf atlalah pewakaf
(waqif), harta yang diwakafkanmauquf bif, penerima wakaf(mauquf
‘alaih), pernyataan atau ikrar wakafh{gha), dan pengelolan@dzir, gayim,
mutawal) baik berupa lembaga atau perorangan yang bemanggjawab
untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalur&ait-hasil wakaf
sesuai dengan peruntukanrya.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 200é&igiVakaf

yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa :

? Nawawi, Ar-Raudhah (Bairut : Dar al-Kutub al-limiah), IV, dikutip eh Direktorat
Pemberdayaan Wakafjqih Wakaf Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, AIm

% Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisbp. cit him. 87

24 Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzafanata Ekonomi Islam Wakafogyakarta:
Dinamika, 2009 him. 58
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Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsugaebarikut :
Wakif;

Nadzir;

Harta benda wakaf;

Ikrar wakaf;

Peruntukan harta benda wakaf;

Jangka waktu wakaf

~P oo oW

Selanjutnya syarat-syarat yang harus dipenuhird&tn wakaf yang
telah disebutkan adalah :
1. Waqif(orang yang mewakafkan)

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakiatbaru’
(mendermakan harta benda), karena itu syarat sgonakif cakap
melakukan tindakan tabarrfr. Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan
sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, elaim tmencapai umur
baligh?® Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.
Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak drang yang
terpaksa/dipaksa, tidak s&h.

Abdul Halim dalam buku Hukum Perwakafan di Indomesi
mengatakan ada beberapa syarat bhagijf, yaitu :

a. Wakaf harus orang yang merdeka,
b. Baligh;
c. Berakal;

d. Cerdas.

% Muhammad Rawas Qal'aMausuah Figh ‘Umar ibn al-KhattabBeirut : Dar al-
Nafais, 1409H/1989M, dikutip oleh Ahmad Rofap, cit him. 493

% Abi Yahya Zakariyah al-Ansarkath al-Wahhabjuz 1, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip
oleh Ahmad Rofiqibid.

2" Mohammad Daud Aligp, cit,him.85

% Sayyid Bakri al-Dimyati'anah al-Talibin, juz 3, Beirut : Dar al-Fikr, dikutip oleh
Ahmad Rofig,ibid, him. 494.
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Jalaluddin al-Mahalf? menambahkanyakif bebas berkuasa atas
haknya serta dapat menguasai atas benda yang akakatkan, baik itu
orang atau badan hukundvakif menurut al-Mahally mesti orang yang
“shihhatu ibarahdan ahliyatut-tabarrd, wakif harus cakap hukum dalam
bertindak. Jadi tidak bisaakif itu orang yang berada dalam pengampuan,
anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagairdalam hal
mu’amalah {abarru’). Wakaf menjadi sah, apabilaakif telah dewasa,
sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannyargeimbk ada unsur
keterpaksaan atau unsur lainnya, sertaadtif memiliki benda itu secara
utuh°

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa :

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau oramgroyang telah
dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukut tiédbalang untuk
melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendatdaewakafkan
benda miliknya dengan memperhatikan peraturan pangrundangan
yang berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Waledina :
Wagqifmeliputi :

a. Perseorangan;
b. Organisasi;
c. Badan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 ggntakaf,
bahwa :

a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyarateasaeberakal

sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukemjlix sah harta
benda wakaf;

29 Jalaluddin al MahallyQalyubi dikutip oleh Abdul Halimpp, cit him. 17
% Ibid.
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b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan @a@siniuntuk
mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sSeslemgan
anggaran saran organisasi yang bersangkutan;

c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan isegaruntuk
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum asedangan
anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan &J4NTahun

2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2

Wakifadalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.

. Mauquf bih(harta benda wakaf)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilagnta
lama dipergunakan, dan hak miikakif murni.

Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memayahat-
syarat sebagai berikut :

a. Benda harus memiliki nilai guna.

Tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, ryésdiak-hak
yang bersangkut paut dengan benda, seperti hasiirigak lewat, hak
pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakallenda yang
tidak berharga menurgyara’, yaitu benda yang tidak boleh diambil
manfaatnya, seperti benda memabukkan dan bendabkachm
lainnya.

b. Benda tetap atau benda bergerak.

Secara umum yang dijadikan sandaran golongpyafi'iyah dalam
mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungauananfaat dari

harta tersebut, baik berupa barang tak bergerakdabebergerak

maupun barang kongsi (milik bersama).
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c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahuiik&eerjadi akad

wakaf.
Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengalahjuseperti
seratus juta rupiah, atau juga bisa menyebutkagasemisab terhadap
benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimdé&n lain
sebagainnya. Wakaf yang tidak menyebutkan sec#asa jerhadap
harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya sepemwakafkan
sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku, ddrageainya.

d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadk neap @l-milk
at-tamn) siwakif (orang yang mewakafkan) ketika terjatadwakaf.
Dengan demikian jika seseorang mewakafkan bendg lyakan atau
belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi knjia maka
hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yaagihmdalam
sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagdihya

Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam
menentukan syarat-syarat benda yang diwakafkatu: yai
Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan harta yang divkakaitu :

a. Harus bernilai harta menurudyara’ dan merupakan benda tidak
bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisekafkan,
karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolwartp dalam
pandangarsyara’. Di samping ituhaqq al-irtifag (hak memanfaatkan

harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karenk $eperti itu tidak

31 Elsa Kartika Saripp. cit him 60-61
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termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergemaktidak bisa
menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu haraisgybersifat tetap.
b. Tentu dan jelas.
c. Milik sah wagqif, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hakhgra
lain pada harta itu.

Ulama Mazhab Maliki mensyaratkan harta yang diwkdafitu :

a. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
b. Harta tertentu dan jelas.
c. Dapat dimanfaatkan.

Oleh sebab itu, harta yang sedang menjadi jamitangu dan
harta yang sedang disewakan orang tidak boleh difkak. Akan tetapi
Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfeatan untuk
dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang, daraligtak bergerak
lainnya.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabilah mensiaraharta
yang diwakafkan itu :

a. Sesuatu yang jelas dan tertentu.

b. Milik sempurnawaqif dan tidak terkait dengan hak orang lain.

c. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.

d. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus-menanpa dibatasi
waktu.

Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat lamggeseperti

makanan tidak sah wakafnya. Di samping itu, menorerteka, baik harta
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bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, mauputa himlak bergerak,
seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafian.
Dalam KHI pasal 217 ayat 3 menyatakan bahwa :

Benda wakaf sebagaimana dalam 215 ayat 4 harugpaten benda milik
yang bebas segala pembebanan, ikatan, sitaanendgkesa.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang wakaflaupun
tidak seperti UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakafgyaecara rinci

menjelaskan dan mengatur tata cara perwakafan

Dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 amgnt
Wakaf, bahwa :

Harta benda wakaf terdiri dari :
a. Benda tidak bergerak, meliputi :

1) Harta atas tanah sesuai dengan ketentuan pergberandang-
undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yahgmb
terdaftar;

2) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri di sghagaimana
dimaksud pada huruf 1;

3) Tanaman dan benda yang berkaitan dengan tanabh;

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengaentken
syari’ah dan peraturan perundang-undangan yangkoerl

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentyanabl dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Benda bergerak adalah harta yang tidak bisa habben& dikonsumsi,
meliputi

1) Uang,

2) Logam mulia,

3) Surat berharga,

4) Kendaraan,

5) Hak atas kekayaan intelektual,

6) Hak sewa, dan

7) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan sydaraperaturan
perundang-undangan yang berlaku sepeushaf buku dan kitab.

%2 Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islamlakarta: PT Intermasa, 2003, cet 6,
him.1906
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Setelah diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentaradxal/maka
segala sesuatu yang sesuai dengan Pasal 16 dapétfiian baik benda
bergerak atau benda tidak bergerak, tidak hanyghtatau bangunan saja

yang dapat diwakafkan.

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan tlWN
Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 15
Jenis harta benda wakaf meliputi :

a. Benda tidak bergerak;

b. Benda bergerak selain uang;
c. Benda bergerak berupa uang.
. Mauquf ‘alaih ( penerima wakaf)

Yang dimaksudMauquf ‘alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan
wakaf)®®* Mauquf ‘alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai
ibadah, hal ini sesuai dengan sifat amalan wakadga salah satu bagian
dari ibadar*

Dalam halwakif tidak menetapkan peruntukan harta benda wakaf,
maka nazhir dapat menetapkan peruntukan harta beadkaf yang
dilakukan sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batasan-batasansgsugi dan
diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasamykaf merupakan

amalan yang mendekatkan diri manusia kepada Tuweena ituMauquf

‘alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Pdtama’ figih

% Direktorat Pemberdayaan Wakap, cit him. 46
3 Elsa Kartika Saripp. cit him 62
* ibid
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sepakat berpendapat bahwa infag kepada pihak kabajtulah yang
membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkakegiada Tuhan.

Namun terdapat perbedaan antara para Ulama’ figgmgenai
jenis ibadat di sini, apakah ibadat menurut keyakimakif atau keduanya,
yaitu menurut pandangan Islam dan keyakwvakif.

a. Madzhab Hanafi mensyaratkan agifauquf ‘alaih (yang diberi
wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangaamistian menurut
keyakinanwakif. Jika tidak terwujud salah satunya maka wakafktida
sah, karena itu:

1) Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syilamsian pihak
kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah saké@mpat
penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain sgyi&ar
Islam dan pihak-pihak kebajikan hukumnya tidak samerti klub
judi.

2) Sah wakaf non muslim kepada kebajikan umum sepempat
ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangungidimaiaya
masjid, bantuan kepada jama’ah haji dan lain-laohapun kepada
selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dgdandangan
agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaygunpsan
gereja hukumnya tidak sah.

b. Madzhab Maliki mensyaratkan agdauquf ‘alaih(peruntukan wakarf)

untuk ibadat menurut pandangaakif. Sah wakaf muslim kepada
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semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umumtidizin sah wakaf
non muslim kepada masijid dan syari’at-syari’atrisla
Madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan adéauquf ‘alaih

adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tangaandang

keyakinanwakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada

badan-badan sosial seperti penampungan, tempatifadratan, badan
kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidakwakaf muslim dan
non muslim kepada badan-badan sosial yang tidakasejdengan
Islam seperti gereja. Secara khusus ahli figih déadzhab Syafi'i

(Syafi'iyyah) membagi tempat penyaluran wakaf kepdda bagian :
orang tertentu (baik satu orang atau jamaah teftedan tidak

tertentu®®

Dalam Pasal 22 Undang-undang No 41 Tahun 2004)utisen:

Dalam rangka mencapai tujuan dan fungsi wakafahaehda hanya dapat
diperuntukkan bagi:

apop

Sarana dan kegiatan ibadah;

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yaiiatu, beasiswa;
Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidakeb&mgan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.

. Sighat(lafad? / ikrar wakaf

Sighat(lafad? atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan

tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahenaksudnya.

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat diganaktuk menyatakan

wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat H@magieorang yang tidak

** Direktorat Pemberdayaan Walag, cit him. 47-48
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dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisantu Tpernyataan

dengan isyarat tersebut harus sampai benar-bemaenderti pihak

penerima wakaf agar dapat menghindari persengketid@mudian hari’
Adapun lafadz sighat wakaf ada dua macam, yaitu :

a. Lafadz yang jelassharih).

Lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafalptypuler sering
digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenial lghng termasuk
dalam kelompok ini yaitual wagf(wakaf),al-habs(menahan) daal-
tasbil (berdermaj®

Bila lafal ini dipakai dalamjab wakaf, maka sahlah wakaf itu,
sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pesagddin kecuali
kepada wakaf.

Selain ketiga bentuk ini, para fugoha masih bestependapat.
lbnu Qudamaf? berkata : “Lafal-lafal wakaf yangharih (jelas) itu
ada tiga macam yaitwvagaftu (saya mewakafkan)habistu (saya
menahan harta) daabbitu(saya mendermakan).

Dalam kitabRaudhah Al Thalibit? Imam Nawawi berkata :
“Perkataanvaqaftu(saya mewakafkanhabistu(saya menahan), atau
didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas,yéng demikian
ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskdnmayoritas

fugaha”

* Elsa Kartika Sariloc. cit

3 |bnu QudamaAl Mughni juz 6, dikutip oleh Muhammad Abid Abdullah Al-Kiah
op. cit him. 89

¥ |bid,.

“Obid .
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Dalam kitab Al-Manhaj** Imam Nawawi menyepakati
kesahihan lafal sarih di atas. Karenanya, jika @@sg menyatakan,
“aku menyedekahkan tanahku ini secara permanerdl &tku
menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupuruk di
hibahkan”, maka yang demikian itu, menurut pendgatg paling
benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas.

Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi padtoh
terakhir bukan merupakan kejelasan secara langtafa.ini menjadi
sarih (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah padkna
wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebaka ungkapan itu
dengan sendirinya menjadi samar tau tidak j&las.

b. Lafaz kiasanKinayah

Kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengant nakaf.
Sebab lafadztashaddaqgtti bisa berarti shadagah wajib seperti zakat
dan shadagah sunnah. Lafatiaframtu’ bisa berartidzihar, tapi bisa
juga berarti wakaf. Kemudian lafadabibadtu juga bisa berarti semua
pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehinggaaslafadz
kiyasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu hdisgstai dengan

niat wakaf secara tegas.

*Ipid.
*2pid.
“3 Direktorat Pemberdayaan Wakap, cit him. 56
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menentukan syaragighat (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup

Ada perbedaan pendapat antara Ulama Madzhab dalam

dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi damb&li. Namun,

menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki, dalanadkvakaf harus ada

jab dan kabul, jika wakaf ditujukkan kepada pihakdng tertentd?

1)

2)
3)

4)

Sedangkan di dalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa :

Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan uakaf
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untukaksanakan
ikrar wakatf.

Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menfggama.

Pelaksanaan lkrar, demikian pula pembuatan Aktar IRVakaf,

dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh ssmkgrkurangnya 2

(dua) orang saksi.

Dalam melakukan lkrar seperti dimaksudkan ayat gibak yang

mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejalmg tgasebut

dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagailierik

a. Tanda bukti pemilikan harta benda,

b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak ketgenaka
harus disertai surat keterangan dari Kepala Demag yliperkuat
oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikanabé&dek
bergerak dimaksud.

c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelgragkadari
benda tidak bergerak yang bersangkutan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 200rig

wakaf, bahwa :

1)

Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan padabhyailing sedikit

3)

memuat :

a. Nama dan identitas wakif;

b. Nama dan identitas nadzir;

c. Data dan keterangan harta benda wakaf;

d. Peruntukan harta benda wakaf, dan

e. Jangka waktu wakaf.

Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakabagmimana
dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peratigarefntah.

4 Abdul Aziz Dahlanop. cit him. 1907
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Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan tlWN

Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa

1) Wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hada@®PPAIW
dalam Majelis lkrar Wakaf sebagiamana dimaksud ndaRasal 30
ayat (1)

2) lkrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)rirdie oleh
Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleldZiauntuk
kepentingan Mauquf alaih.

3) lkrar wakaf yang dilaksanakan oleh Wakif dan ditexioleh Nadzir
dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.

4) AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling gedi&muat :

a.
b. Nama dan identitas Nadzir;

c. Nama dan identitas Saksi;

d.

e. Peruntukan harta benda wakaf; dan

f.

Nama dan identitas Wakif;

Data dan keterangan harta benda wakaf;

Jangka waktu wakaf.

5) Dalam hal Wakif adalah organisasi atau badan hukoaka nama dan
identitas Wakif sebagaimana dimaksud pada ayath(@)f a yang
dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus oegam@itau direksi
badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan kateanggaran
dasar masing-masing.

6) Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukoaka nama
dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud padg4)htruf b yang
dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkdmn pengurus
organisasi atau badan hukum yang bersangkutan isesumman
ketentuan anggaran dasar masing-masing.

Setiap pernyataan/ ikrar wakaf dilaksanakan okekif kepada

nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAdé@hgan

disaksikan oleh 2 orang saksi.

Pejabat Pembuat Akta Ilkrar Wakaf (PPAIW) berdasarka

Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1979 makaaléepantor

Urusan Agama (KUA) ditunjuk sebagai PPAIW.

Adapun syarat menjadi saksi dalam ikrar wakaf ddala

a. Dewasa.
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b. Beragama Islam.
c. Berakal sehat.
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Dalam halwakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan
atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar fivékeena alasan yang
dibenarkan oleh hukumyakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat
kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang s&ksi.

. Nadzir(pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang yang memegang amanat untuk
memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sefregan tujuan
perwakafan. Mengurus atau mengawasi harta wakah pd@karnya
menjadi hakwakif, tetapi boleh jugavakif menyerahkan hak pengawasan
wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan nmeomganisast®

Beberapa syarat yang harus dipenuhinya untuk mietjadzir
yaitu terdapat pada pasal 219 KHi:

1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayaeidiri dari
perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sdiedaut :
a. Warga Negara Indonesia,
b. Beragama Islam,
c. Sudah dewasa,
d. Sehat jasmani dan rohani,
e. Tidak berada di bawah pengampuan,
f.

Berempat tinggal di kecamatan tempat letak bendag ya
diwakafkannya.

“5 Elsa Kartika Sariop, cit him. 63.
*® Ibid.
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Pada dasarnya siapa saja dapat memadzir asal saja ia berhak

melakukan tindakan hukum. Adapun mengenai ketentuauzir

sebagaimana tercantum pada pasal 9 UU No. 41 T20smmeliputi:

Nadzir meliputi:

a)
b)
€)

Perorangan,;
Organisasi; atau
Badan hukum.

Dalam Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Walayatakan bahwa :

1)

2)

3)

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasalu® ehdranya
dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

Warga negara Indonesia,

Beragama Islam;

Dewasa;

Amanah;

Mampu secara jasmani dan rohani; dan

Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Organlsa5| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 burahya dapat

menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :

a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhyapatan
nadzir perorangan sebagaimana dimaksud dalam Byalah

b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendigik
kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.

Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tiuranya

dapat menjadi Nadzir apabila memenuhi persyaratan :

a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memengyapaian
nadzir perseorangan sebagaimana dimaksudkan padélgydan

b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengaatypan
perundang-undangan yang berlaku; dan

c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidargialso

pendidikan kemasyarakatan, dan/atau keagamaan. Islam

TOoQo0oTR

Apabila seorangwagif menentukan syarat dalam pelaksanaan

pengelolaan benda wakaf, yang mana syarat tersielakt bertentangan

dengan tujuan wakaf, makaadzir perlu memperhatikannya. Tetapi

apabila syarat tersebut bertentangan dengan tuyallaf semula, seperti
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masjid yang jama’ahnya terbatas golongan terteagtuSadzirtidak perlu
memperhatikafi’
. Jangka Waktu.

Para fugoha berbeda pendapat tentang syarat perndalam
wakaf. Diantara mereka ada yang mencantumkannyegaebyarat tetapi
ada juga yang tidak mencantumkannya. Karena ita,dacéintara fugoha
yang membolehkaRuaqgqgat(wakaf untuk jangka waktu tertentu).

Pendapat pertama yang menyatakan wakaf haruslabifaber
permanen, merupakan pendapat yang didukung oleloritesy ulama.
Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Hanafiyelanabilah (kecuali
Abu Yusuf pada satu riwayat), Zaidiyah, Ja'fariyalan Zahriyah
berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk selgan (permanen)
dan harus disertakan statemen yang jelas untuk itu.

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boledifabe
sementara didukung oleh fugaha dari kalangan HEmlsebagian dari
kalangan Ja'fariyah dan Ibn Suraij dari kalangaaf@yah. Menurut
mereka, wakaf sementara itu adalah sah baik dakmgka panjang
maupun pendek.

Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkémd&HI.
Pada pasal 215 dinyatakan bahwa wakaf adalah parbuaukum
seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yemgisahkan

sebagian dari benda miliknya damelembagakan untuselama-lamanya

" Ahmad Rofig,0p. cit him. 501
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guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lais@gaiai dengan
ajaran Islam. Jada menurut pasal tersebut wakafrsana tidak sah.
Namun syarat itu kemudian berubah setelah keluadtyaNo. 41

Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004bigrsinyatakan
bahwa wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk reghkian dan/atau
menyerahkan sebagian harta benda miliknya untiknanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertes@suai dengan kepentingan
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umemurat syari’ah.
Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara jugerblolehkan asalkan

sesuai dengan kepentinganti{a.

E. Macam-macam Wakaf
Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Iskrg gibedakan
berdasarkan atas beberapa kriteria :
1. Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya ada tiga :
a. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakdtari), yaitu apabila tujuan
wakafnya untuk kepentingan umum.
b. Wakaf keluarga dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk
memberikan manfaat kepadeakif, keluarganya, keturunannya, dan
orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kayamatskin, sakit atau

sehat, dan tua atau muda.

*® Abdul Ghofur AnshariHukum dan Praktek Perwakafan di Indonedagyakarta:
Pilar Media, 2006, cet 2, him. 30.

49



c. Wakaf gabungannfusytarak yaitu apabila tujuan wakafnya untuk

umum dan keluarga secara bersamaan.
2. Sedangkan berdasarkan batasan waktunya, wakafgiembenjadi dua

macam:

a. Wakaf abadi
Apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifatials@perti tanah
dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergarglditentukan
oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagia
hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sgklan sisanya
untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kkansegya.

b. Wakaf sementara
Apabila barang yang diwakafkan berupa barang yandaim rusak
ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untekgganti bagian
yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakam leeinginan
wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkeamigaya.

3. Berdasarkan penggunaannya, wakaf juga dibagi mieshyj@dmacam :

a. Wakaf langsung
Wakaf yang produk barangnya digunakan untuk memdapannya,
seperti masjid untuk sholat, sekolahan untuk kagiatengajar, rumah
sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagain

b. Wakaf produktif
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Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiptaduksi dan
hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wékaf.
Menurut Fyzee Asaf A.A. yang mengutip pendapat Amad
membagi wakaf dalam 3 golongan sebagai berikut :
a. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin detigak berbeda.
b. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu barlkuwatng miskin, dan
c. Untuk keperluan yang miskin semata-mata.
Menurut Ahmad Azhar Basyir, wakaf terbagi menjadakaf ahli
(keluarga atau khusus) dan wakaf umudmafri).
1. Wakaf keluargaghli)

Merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orasrteritu
seseorang atau lebih, baik keluangakif atau bukan. Misalnya, wakaf
buku-buku untuk anak-anaknya yang mampu mempergumpdéemudia
diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacampandang sah dan
yang berhak menikmati harta wakaf adalah merekg yhtunjuk dalam
pernyataan wakaf.

2. Wakaf umum Khairi)

Merupakan wakaf yang semula ditujukan untuk kepeain
umum, tidak dikhususkan untuk orang tertentu. Wakatim ini sejalan
dangan amalan wakaf yang menyatakan bahwa pahalakgma terus
mengalir sampawakif tersebut telah meninggal. Apabila harta wakaf

masih, tetap dapat diambil manfaatnya sehingga fwakdapat dinikmati

9 Muhyiddin Mas RidaManajemen Wakaf Produktidakarta: Khalifa, 2005, him. 161-
162
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oleh masyarakat secara Iluas dan merupakan saranak un
menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat baikn daildang sosial-
ekonomi, pendidikan, kebudayaan, serta keagaifaan.

Dalam bukunya Juhaya S. Praja dan Muhlisin Muzgaieg berjudul
Pranata Ekonomi Islam Wakaf menyebutkan bahwa wdik@bndok Modern
Darussalam Gontor ada 3 (tiga) macam :

1. Wakaf Properti (benda tidak bergerak)

Wakaf yang berupa bangunan atau tanah, untuk dekedteh
Pondok Gontor. Dari situlah Pondok Modern Darussaaontor dapat
berkembang dan sangatlah luas yaitu atas bantuarpdevakaf dari
banyak fihak.

2. Cash Wakaf (wakaf uang)

Wakaf yang berupa uang dari wali santri, tidak l@adigunakan
untuk operasional pondok, tetapi menjadi aset pongmg selanjutnya
diberdayakan melalui unit-unit usaha milik pondok.

3. Wakaf Diri (Wakaf Jasa dan Pelayanan)

Wakaf diri adalah seseorang menyerahkan selurutuphich
kepada sebuah lembaga untuk dimanfaatkan baik itengga maupun
jasanya. Di Pondok Gontor sudah sejak tahun 198&ahsada beberapa
santri bahkan alumni santri yang merelakan dirisgpenuhnya untuk

kemajuan Pondo¥®

*0 Elsa Kartika Sarigp. cit,him. 66
*1 Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzadg, cit him. 210-222
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